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NOMOR 5 TAHUN 20
25 

TENTANG 

TATA CARA PENG
A VGGARAN, PEL

AKSANAAN DAN P
ENATAUSAHAAN,

 

PERTAN! {GUNGJ
AW ABAN DAN PE

LAPORAN SERTA 
MONITORING DA

N 

Menmbang 
: 

Mengingat 

D
 

EV/.LUASI BELANJA
 TIDAK TERDUGA 

DENG AN RAHMAT
 TUHAN YANG MA

HA ESA 

BUPATI LAMPUNG
 SELATAN, 

bahwa untuk mel
aksanakan ketent

uan Peraturan Me
nter 

Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman 

Tekris Pengelola
an Keuangan Da

erah, yang men
yebutkan 

bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

penganggaran, 
pelaksanaan 

an penatausahaan, 

perumggungiawa
ban dan pelapo

ran serta monitoring
 dan 

evaluasi Belanja
 Tidak Terduga 

ditetapkan deng
an Peraturan 

Kepala Daerah; 

bahwa berdasark
an pertimbangan 

sebagaimana dim
aksud 

pada huruf a, m
aka perlu mene

tapkan Peratur
an Bupat! 

tenang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, 
Pertanggungiawa

ban dan Pelap
oran serta 

Monitoring dan Ev
aluasi Belanja Tid

ak Terduga; 

28 Tahun 1999 tentang 

Per:relenggara N
egara yang Bers

ih dan Bebas da
ri Korupsi, 

Kolusi, dan Nep
otisme (Lembar

an Negara Repu
blik Inonesia 

Tahin 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Rep ablik Indone
sia Nomor 3851

); 

Uncang-1Indang
 Nomor 17 Tahun

 2003 tentang Ke
uangan 

Lembaran Negara 
Republik Indoncsia

 Tahun 2003 

Negara ( 
Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara 
Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

Unc ang-Undan
g Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan
 Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahu
n 2007 Nomor 

66, Tambahan 
Lembaran 

Negara Republi
k Indonesia Nom

or 4723); 

Undang-Undan
g Nomor



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan 

:en:v sentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarar% 
Tegfra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

;z;r; »ahan Lgmbamn Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dencan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran 

Neg:ra Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Z:gx ?ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2 ;ncan_g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

‘::(’ ::‘rs‘v(:h'l?:hun DQ%t]elrihN(Lembaran Negara  Republik 
omor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kal, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemc rintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negaa Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

68561; 

6. Undzng-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republi
k 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, -erakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 202
3 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un
dang- 

Und=ng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerj
a Menjadi 

Undzng-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Repuolik Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuaagan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indon
esia Tahun 2022 

Nomcr 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 

Nomcr 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2
024 tentang Kabupaten 

Lamrung Selatan di Provinsi Lamp
ung (Lembaran Negara 

Repudlik Indonesia Tahun 20
24 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indone
sia Nomor 6955): 

9. Perataran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Ind
onesia Tahun 2006 Nomor 

25. Tambahan Lembaran Negara Re
publik Indonesia Nomor 

4614 . 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyclenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828)



Menetapkan : 

11.Pera uran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indoesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12 Pera‘uran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Peng i(lanh Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

H;—… xaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63); 

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 157); 

14 Persiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentzng Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114): 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentzng  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Beri
ta 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

16. Persiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentzng Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Beri a Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781}, 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nom
or 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna
n Perangkat 

Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana 
telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kab.paten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 

(Lem»aran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Ta
hun 2023 

Nomor 35); 

18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomo
r 9 Tahun 2020 

tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lem »aran Daerah Kabupaten Lampung Selata
n Tahun 2020 

Nomor 9). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPAT! TENTANG TATA CARA 
PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTAN 3GUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI BELANJA 
TIDAK TERDUGA.



BAB | 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Perataran Bupati ini vang dimaksud dengan: 
1 

13 

Daerah Otonom ANng selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Ma ikat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah vang ber\;c‘nan mengat 1r dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepéntingan maqxa?aka% Kabupaten Lamp ng Selatan menurut Prakarsa sendiri berdésarkan aspiras: masyarak=t dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerirtah daera}) adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Femerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Pemerir tah Daeran adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerirtah Daerah dan‘ DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik ndonesia 

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan 
Sekretaris Daerah «dalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
Satuan Kerja Perar gkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat caerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan oemerintahan daerah. 

s‘utur_m Kerja Pengelola Keuangan Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah vang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 
\nggarzn Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 
adalah rencana kesuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
peratur:n daerah. 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala SKPXD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertinda « sebagai bendahara umum dacrah. 
Rencan: Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD 
adalah ¢ okumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau 
dokumen yang menual rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan 
sebagal Jasar peny isunan rancangan APBD. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA 
SKPD adalah dokuinen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau 
dokumcn yang meriuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang 
melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran. 

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
vang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

Rencan: Kebutuhcn Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah 
dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang sudah 
dihitune berdasarkan kebutuhan dan standar belanja yang berlaku dengan 
mempernatikan asas efektifitas dan efisiensi yang diajukan oleh SKPD yang 
melaksanakan kegiatan teknis dari dana BTT. 

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD 
untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian 
atas  kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun 

sebelumnya



Ruang lne 
penatansal aan 

Pannl 2 

up Peratian Buapate i meliput penganggaran, pelakaanaan dan 

et aggungjawaban dan pelaporan senta oo dan 
evaluasi Be anja Tidak Terdugn 

Pujaan d 

Panal 4 

tapkanny. Peraturan Bupati ot agar pengelolaan BT vang 
bersumber dari APRD dapat dilakukan secara tertib, elimen, ekonomis, elektil 

transparan dan berto IRRunNng jawab sesuai Ketentuan peraturan perundang 

undangan ang berlahu 

3) 

BAB II 

PENCGOUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

Pasal 4 

Pemerintah  Daerah — mengalokasikan  anggaran untuk  Belanja Tidak 

Terduge acauai dengan kemampuan keuangan Dacrah, 

Mokasi anggaran Helanga Tidak Terduga sebagaimana dimakaud pada avat 

1) dhiguakan untuk.: 
v Kecdaan darurat; 
b keperluan merdesak, 

" Perpembalinn atas kelehihan penerimann Daerah tahun sebelumny a 

A bantuan sosia vang tidak dapat direncanakan sebelumnyn 

Kritena keadaan derurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimakesod 
sada avat (2) hurec b acdan hurut e, ditetapkan dalam peraturan daerah 

tentang APBD tahun berkenann, 

Pasal 5 

Kendaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurut o 

nehput 

a bercana alam bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar binsa,dan 
b pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. 

c kerusakan serana/prasarana  yang dapat mengganggu keglatan 

pelayanan pul lik 

Kendaan Darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi 

ketentuan sebagai ekt 

a bukan merupekan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Dacrah 

dan tidak dapnt diprediksikan sebelumnya; 

b tidak diharapkan terjadi secara berulang, 

« berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan 

A memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

peraulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain 

a— gerapa bumi karena alam; 

b letaman gunur g berapi; 

¢ tanah longsor 

d kekeringan, 

c banjir bandang, 

( kebakaran ternasuk kebakaran hutan dan lahan karena alam, dan



8& beacana alam lainnya yang berdampak pada rusaknya tata kelola lingkungan dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat Ilivnc;.' a non alar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara am 

a. kehakaran hu-an/lahan yang disebabkan oleh manusia; b. pencemaran lingkungan; 
c. epidemi 
d kejadian luar Hiasa; dan 
e waoah penyakit 

Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ")En(';n‘w penanganan  konflik yang disebabkan antara lain sengketa :ahan/«umhl{r daya alam, Suku Agama dan Ras (SARA), politik dan batas Daerah administrasi, maupun masalah industri yang timbul dalam masyarakat yang cigunakan antara lain untuk penghentian konflik dan fekongv asipasca sonflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian masyarakat serta penanganan gangguan keamanan. 
Bencana non alam epidemi, kejadian luar biasa dan wabah penyakit sebagaimana dimal sud pada ayat (4) huruf ¢, huruf d dan hurufe, antara lam 

A— timhulnya per rakit menular tertentu; 
D.. meningkatnya kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam am, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya, 

.. angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu meningkat: dan 
d. penyebaran di aica geogralis yaug lebili luas. 

Pasal 6 

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan karekteristik dalam Pemerintah Daerah dan 
dilaksarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
4. kebutuhan Dacrah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya “elum tersedia dalam tahun anggaran berjalan seperti 
kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan 
mirimal; 

b.  belinja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, 
yaitu 

1) Belanja Dasrah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang 
dibutuhkar secara terus menerus dan harus dialokasikan olch 
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan 
setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: 
a) belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji dan 

tunjangan; dan 
b) belanja barang dan jasa untuk pembayaran telepon, air, listrik 

dan internet. 
2) Belanja Dzerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk 

menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 
masyarake', seperti: 
a) pendidikan; 
b) kesehatan; 
-) melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga; 
d) kewajiban pembayaran pokok pinjaman; 
e)



(2) 

3) 

(2) 

(3) 

(4 

f) bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan 

g kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

peruncang-undangan 

c.  pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 
dan tidak darat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

d.  pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 
mesyarakat, antara lain : 

1) kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera 
dilaksanaan sesuai amanat peraturan Perundang-undangan; 

2) kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan 

mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi 
kinerja Pernerintah Daerah; dan/atau 

3) putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. 

Pasal 7 

Pengembalian ates kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya 

merupakan pengenbalian atas pendapatan Daerah dan pelaksanaan 

putusan pengadilen yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah 

Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. 

Pengemdalian atas pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mehputi Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang 

sah. 

Pendapitan Asli Dcerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. pajak Daerah; 
b. retribusi Daerah 
c. hasil vengelolaar kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Lain-lain pendaparan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada avat 
(2) yaitu pendapatan hibah pemerintah. 

Pasal 8 

Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimal:sud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk 
kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat 

penvusiinan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan 
menimbulkan risiko sosial yang lcbih besar bagi individu, keluarga 

dan/ateu kelompol: masyarakat yang bersangkutan. 

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang; 

dan/ateu barang. 

Bantuan sosial ber 1pa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
vaitu usng yang berikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial 

vang terdampak risiko sosial. 

Bantuan sosial ber 1pa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b vaitu barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan 

sosial yang terdampak risiko sosial.



(6) 

(2) 

(3 

(3 

Pasal 9 

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 avat (1), 
digunakan untuk 

a. santunan kematian; 
b. santunan korben bencana; 

santinan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; 
pelaianan persa'inan gratis; 
bantuan perbaikan rumah korban bencana; 

bantuan transpcrtasi untuk orang terlantar; 
pelay anan kesehatan untuk masyarakat miskin, dan 

- bantuan sosial lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati T
R
 
o
 
a
n
 

Pemberan bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: 
a. selextif; 

b. memenuhi persvaratan penerima bantuan; dan 
. bersifat sementara dan tidak terus menerus. 

Rriteria selektif sejagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan 
bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima vang 
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial 

Kriteria memenuh: persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. menuhki idenitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 
b. berdomisili di Daerah. 

Kriteria bersifat sementara dar tidak terus menerus sebagaimana 
dimaks: d pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial 
tidak wejib dan tidek harus diberikan sctiap tahun anggaran. 

Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada 
avat (I huruf d bahwa tujuan penggunaan bantuan sosial untuk 
penanggulangan bencana yaitu serangkaian upaya vang ditujukan untuk 
rehabiliiasi sosial. 

BAB I 
PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

Pasal 10 

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk BTT sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

BTT daam APBD dianggarkan pada program Pengelolaan Keuangan 
Daerah. Kegiatan “enunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Kenangan 
Daerah. pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak vang 
diuraikan menurut Jenis, objek, rincian objek dan sub rincian obyvek 
dengan nama Belarja Tidak Terduga. 

Kewenangan penge/olaan keuangan BTT berada pada SKPKD 

Jika DIT tidak mencukupi, maka dapat menambah alokasi anggaran 
dengan menggunakan: 

a. daradari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub 
kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun 
anggaran berkenaan; dan/atau 

h memanfaarkan kas yang tersedia.



(1) 

Penjad valan ulang, capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya 

serta oengeluaron pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan 

sebagaimana ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam 

perubahan DPA SKPD 

Peman'/aatan kas \ ang tersedia sebagaimana dimaksud pada avat (4] huruf 

b diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPKD.
 

Mckanisme penar bahan anggaran sebagaimana dimaksud pad
a ayat (3) 

dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan 

Peraturan Bupei tentang perubahan  penjabaran APBD dan 

membe atahukan sepada Pimpinan DPRD. 

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya 

ditampng dalam Rancangan Peraturan
 Daerah tentang Perubahan APBD 

atau disampaikan dalam Laporan Realis
asi Anggaran apabila dilaksanakan 

setelah perubahan APBD dan/atau Peme
rintah Daerah tidak melakukan 

perubahan APBD 

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia 

anggarennya dan pengeluaran untuk 
mendanai keperluan mendesak vang 

belum rersedia ancgarannya dan/atau tidak 
cukup tersedia anggarannva, 

diformt lasikan terl2bih dahulu dal
am RKA SKPD dan/atau perubaha

n DPA 

QKPD, :ecuali unt 1k kebutuhan tanggap dar
urat bencana, konflik sosial 

dan/at-u kejadian luar biasa yang meli
puti pencarian dan peny elamatan 

korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, 

kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan
, sandang, pelayanan kesehatan. 

dan per ampungan serta tempat hunian s
ementara. 

| Pengeluaran BTT untuk mendanai kebu
tuhan tanggap darurat bencana. 

konflik sosial dan kejadian luar biasa dengan m
empertimbangkan efisienst 

dan ef ktivitas seta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan 

terhadan kegiatan-<egiatan yang telah didanai sela
in dari APBD 

Pasal 11 

Tata cara penganggaran BTT untuk mendanai kep
erluan mendesak selain 

tanggar darurat beacana, konflik sosial, dan/ata
u kejadian luar biasa yang 

meliput: pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan 

darurat evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi 

pangan sandang, nelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat 

hunian semantara dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja 

tidak te-duga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi
. dengan 

tahapar : 

Dale m hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terleb
ih dahulu 

diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daer
ah 

dengan melaku <an koordinasi dengan SKPD terkait; 

b. Dal=m hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu 

diformulasikan dalun  perubahan DPA-SKPD dan  dikoordinasikan 

dengan PPKD; 

a 

« RKA-SKPD dar/atan Peruhahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam huruf « dan huruf b dilampiri RAB yang memuat kajian 

menyeluruh keperluan mendesak serta dampak sistematik yang 

ditimbulkan;



(3) 

(4) 

d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud 

dalan huruf a dan huruf b setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris 

Dae ah selaku ketua TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran bagi pemarintah daerah yang tidak 

melekukan perubahan APBD atau telah melakukan p
erubahan APBL) 

dan 

Perubahan Per: turan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaim
ana 

dim: ksud pada hurut d, dilaporkan kepada DPRD selambatn
ya 1 (satu) 

bulan setelah Peraturan Bupati ditetapkan. 

"ata cara penganggaran BTT yang digunakan untu
k memenuhi kebutuhan 

lainnva sesuai dergan ketentuan peraturan peru
ndang-undangan di luar 

keadaar darurat dan keperluan mendesak, dilakukan dengan tahap
an 

4. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT
 terlebih dahulu 

difor mulasikan dalam RKA-SKPD yang membid
angi keuangan daerah 

dengan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait; 

b. Dalam hal angg-an belum tercukupi, penggunaan
 BTT terlebih dahulu 

difor nulasikan dalam perubahan DPA-SKPD dan dikoordinasikan 

dengan SKPKD 

. RKA SKPD dan’atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana 
dimaksud 

dalan hurufa ¢an huruf b setelah mendapatkan per
setujuan Sekretaris 

Dacrah selaku ketua TAPD menjadi dasar dalam melakuk
an perubahan 

Pera uran Bup:ti tentang Perubahan APBD atau 
dituangkan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak 

melakukan peri-hahan APBD atau telah melakukan perub
ahan APBD 

BAB IV 

PENGGUNAAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BTT 

Bagian Kesatu 
Penggunaan BTT 

Pasal 12 

Pengguraan BTT di akukan dengan: 

a. pembebanan lar gsung; dan/atau 

b. pergeseran anggaran. 

Pengguraan BTT dlakukan dengan pembebanan langsu
ng sebagaimana 

dimaksi d pada aya: (1) huruf a, untuk: 

a. kebutuhan tanggap darurat; 

b. konfik sosial; 
¢ wabah penyaki. epidemi dan/atau Kejadian Luar Biasa; 

d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebel
umnya; 

dan 

e. bantuan sosial 1ang tidak dapat direncanakan sebelu
mnya. 

Pengguraan BTT dilakukan dengan pergeseran anggaran
 sebagaimana 

dimake.d pada ayat (1) huruf b untuk keperluan selain dima
ksud pada 

avat (2 dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya 

dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya. 

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d
ilaksanakan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua 
Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT untuk Mendanai Keadaan Darurat 

Pasal 13 

Tata cara penggunaan ETT untuk mendanai
 keadaan darurat dilakukan dengan 

tahapan: 

a ‘3_\1pan nenetapka- status tanggap darurat untuk Bencan
a Alam, Bencana 

Non-Alam. Bencana Sosial Termasuk Konflik Sosial, Kejadi
an Luar Biasa 

sesual cengan kete1tuan peraturan perundang-undangan
; 

b. berdasakan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati dan/atau 

dokumen lain sesuai ketentuan peraturan p
erundang-undangan, Kepala 

Perangkat Daerah mengajukan RKB yang
 telah direview oleh aparatur 

pengawas intern pe merintah dan surat pernyataan 
tanggung jawab mutlak 

penggur aan BTT kepada PPKD selaku B
UD dalam rangka penanganan 

anggap darurat sesuai dengan tugas dan fungs
inya; 

¢ berdasa-kan RKB scbagaimana dimaksud 
pada huruf b, PPKD selaku BUD 

mencairsan dana <cbutuhan belanja kepada Kepala Pera
ngkat Dacrah 

vang membutuhkar sesuai dengan tugas d
an fungsi, paling lambat 1 (satu) 

hari ker a terhitung sejak diterimanya RKB; 

d  pencairen BTT untuk mendanai Keadaan Darurat dilakukan dengan 

mekanisme tambehan uang sesuai sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah yang diatur dalam Peratur
an Bupati tersendiri; 

e pencairzn sebagainana dimaksud pada huruf e diserahkan kepada 

bendahera pengeluaran Perangkat Daerah yang
 mengajukan RKB; dan 

f. pengguraan dana dicatat pada buku kas
 umum tersendiri oleh Bendahara 

Pengelu-ran Perangkat Daerah yang mengajuka
n RKB. 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT untuk 
Mendanai Keperluan Mendesak 

Pasal 14 

|| Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak 

dilakuken melalui pergeseran anggaran dari BTT
 pada belanja Perangkat 

Daerah/ unit Perangkat Daerah terkait. 

(21 Dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia
 

D, Perangkat Daerah terkait mengajukan 

penggunaan anggaran BTT kepada Bupati 

ertai dengan kajian terkait 

anggarannya dalam APB! 

permohcnan  perse-ujuan 

melalui tim anggarin pemerintah daerah dis 

kriteria Keperluan Mendesak. 

Berdasa-kan permohonan dari Perangkat Daerah terkait sebagaimana 

dimaksud pada aya: (2), Tim Anggaran Pemerintah Da
erah melaksanakan 

rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan. 

(4] Hasil penelaahan se bagaimana dimaksud pada ayat (
3) dituangkan dalam 

berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati
 sebagai bahan 

pertimbangan dalar) memberi persetujuan/penolak
an usulan pergeseran 

anggaran dari BTT pada belanja Perangkat Daerah/u
nit Perangkat Daerah 

terkait 

5/ Pertimbsngan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangh 

rekomendasi yang inenjadi dasar penyusunan perubahan Ren
i 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila me 

persetujuan Bupat:.



Rekomendasi schagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar proses 
penghentian pergeseran anggaran apabila tidak mendapatkan persetujuan 
Bupati 

Perubalan Rencara Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
sebagainana dima<sud pada avat (5) menjadi dasar dalam melakukan 
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk sclanjutnya 
litampi ng dalam Feraturan Daerah tentang Perubahan APBD 

Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran sebagaimana dimaksud 

pada avat (7) sebagai dasar perubahan DPA-SKPD, yang dituangkan dalam 
aporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD 

atau telah melakulkan perubahan APBD. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT yang Digunakan untuk Pengembalian 

(1) 

2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4 

atas Kelebihan Pendapatan Daerah 

Pasal 15 

Pengguraan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah 
berdasa kan pada permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Bupati 

melalui “ejabat Pengelola Keuangan Daerah. 

Permohcnan sebagsimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan bukti 

vang sal terkait dergan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun 

sebelumnya, antara lain: 

a. sura' permohonan oleh pemohon; 
b. bukr penyetoran pendapatan Daerah; 

¢. sura ketetapar lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan 
vang dikeluarka1 oleh Perangkat Daerah pemungut; 

d. nomor rekening bank atas nama pemohon; dan 

¢. dokumen lain apabila dibutuhkan. 

PPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon 
atas kelcbihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya. 

Pasal 16 

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(3), PPKD mengajul:an permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk 
pengembalian kelel ihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya kepada 

Bupati 

Permohonan persctujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diajukan oleh PPKD dengan melampirkan dokumen-dokumen 
sebagairana dimal sud dalam Pasal 15 ayat (2) dan daftar rekapitulasi 
surat ketetapan letih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan, 
vang dikeluarkan olzh Perangkat Daerah pemungut. 

Apabila Bupati menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT 
untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya, 

PPKD menyiapkan Felengkapan administrasi untuk proses pembayaran. 

Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT 
untuk pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya, 
PPKD menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemohon klaim atas 
pengembalian dokumen permohonan atas kelebihan penerimaan Daerah 
tahun sebelumnya



Pasal 17 

Berdasarkan perse ujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

avat (3. Bendahzra Pengeluaran SKPD menyiapkan SPP-LS dengan 

pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada PA 

melalui PPK SKP)) beserta persyaralan administrasi sesuai dengan 

setentuan yang beraku. 

PPK SKPD melakukan verifikasi kelengkapan SPP-LS meliputi : . 
a. meneliti DPA-S<PD untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak 

melenihi sisa anggaran; . 

0. menclid dokumen Surat Penyediaan Dana untuk memastikan
 dana 

untuk belanja terkait telah disediakan; . . 

¢ meneliti kelenggapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya 

berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

d. mencliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan 

men it kesesu iian jumlah perhitungan pengaiuan SP
M-LS dengan 

dokumen pendukungnya. 

Apabila dalam melakukan verifikasi sehagaimana dimaksud p
ada ayat (2) 

ditemukan  ketida<lengkapan dan/atau  ketidakabsahan dan/atau 

ketidaksesuaian, PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau 
penyempurnaan 

kepada 3Jendahara Pengeluaran SKPD terkait yang mengajukan 
paling 

jambat | (satu] hari sejak diterimanya SPP-LS. 

Apabila hasil verfikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD 

nyiap<an pengajuan perintah membayar LS yang didokumentasikan 

dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA. 

PA men-ndatangan dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari 

kerja selak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian 

disampa kan kepad: Kuasa BUD, dengan dilengkapi: 

2 surit pernyatasn tanggung jawah mutlak PA; dan 

I, suret pervatazn verifikasi PPK SKPD yang dilampiri checklist 

kelengkapan dekumen. 

Pasal 18 

(1) Berdasarkan pengajuan SPM-L8 oleh PA yang disertai surat pernyataan 

3 

verifikasi PPK SKPD dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA, Kuasa 

BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah scbagai berikut: 

meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi 

sisa #nggaran, 

b menelin dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait 

a 

telah disediakan 

¢ mencliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi 
persi aratan perzajuan SPM-LS; dan 

« menguji kebenoran perhitungan tagihan atas beban APBD yang 
tercaitum dalan perintah pembayaran. 

Kuasa 1300 tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila 

a— tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; 

Lo tidak dilengkap: surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri 

chekist kelengkapan dokumen; 
« belar ja tersebut melebihi sisa anggaran, dan/atau 

d  dana tidak tersedia,



(3) 

4 

(1 

(4 

) 1te Dalam hl terjadi ke idaksesuaian dan/atau ketid
aklengkapan dalam proses 

:rntkf.n (exffl)ul. tuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS paling 

lambat ! (satu) han kerja terhitung sejak diterimanya SPM-LS 

Dalam hal proses verifikasi di
nyatakan lengkap, Kuasa BUD

 menerbitkan 

SP2D vang didokum-ntasikan dalam SP2D 

) BAB V 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN 

Pasal 19 

Kepala SKPD yang menggunakan dana 
Belanja Tidak Terduga untuk 

keadaar darurat hertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas 

pengguiaan dana ntuk keadaan darurat. 

vat (1) sama halnya 

1n sebagaimana dimak
sud pada a 

bkan belanja operast dan belanja modal 

erundang-undangan
 

Belanja Tidak Ter
duga untuk 

kepada Bupati m
elalui PPKD 

rikutnya atau sa
mpai dengan 

Pertanggu ngjawabs 

seperti mempertanggungiawal 

ainnva sesuai ketentuan peraturan 
P' 

an atas penggunaan dana 

Leadaar darurat disampaikan 
oleh SKPD 

paling lambat tanggal 
5 (lima) bulan be 

<egiatar tersebut st lesai dilaksanakan. 

Pertangeungjawab: 

Pasal 20 

laporan realisasi pe
nggunaan dana Bel

anja 

melalui PPKD denga
n melampirkan sali

nan 

lengkap dan sah. 

Kepala SKPD men: ampaik
an 

Tidak Terduga kepzda B
upati 

bukti-bukti pengeluaran yan
g 

bu kti pengel. aran yang
 lengkap dan sah disim

pan oleh bendahara 

Bukti- 

pengelusran SKPD 

Laporan realisasi p' Jaksanaan 
kegiatan yang menggunakan 

dana Belanja 

Tidak Te-duga disaripaikan oleh kepala 
SKPD kepada Bupati melalul 

PPKD 

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 
tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 21 

Kepala SKPD yang " \elaksanakan 
kegiatan keperluan mendesak yang 

tidak 

dapat diprediksi sebelumnya 
bertanggung jawab secara fisik 

dan keuangan 

a yang dikelolanya. 

agaimana dimaksud pada aya
t (1) sama halnya 

awabkan belanja operasi dan belanja modal 

Jainnya sesuai keterituan peratu
ran perundang-undangan. 

Pertangeungjawaban atas penggunaan Belanja ‘Tidak ‘Terduga untuk 

belanja keperluan mendesak yang tidak 
dapat diprediksi sebelumnya 

dilakukan oleh SKP) dan disampaika
n kepada Bupati melalui PPKD paling 

lambat tanggal 5 (lima) bulan berik
utnya atau sampai dengan kegiatan

 

tersebut selesai. 

atas penzgunaan dzn 

pertanggungjawaban seb: 

seperti mempertan zgungj 

Pertangeungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk 

belanja keperluan mendesak yang tidak dapat di
prediksi sebelumnya 

dilaksanakan oleh SKPKD disampaikan kepada Bupati paling lambat 

ranggal 5 (lima) bulen berikutnya.



(5) 

(1) 

(2) 

(3 

2 

m 

Pasal 22 

Kepala SKPD . : 

mendesak yang ::; n): zmpalka'n 
laporan penggunaan dana keperluan 

PPKD d ‘ngan mc]“; !inat diprediksi 
sebelumnya kepada Bupati melalui 

dan sah. pirkan salinan bukti-bukti pengeluaran 
yang lengkap 

Bukti-buk Yakti pengel saran yang lengkap dan sah disimpan oleh bendahara 

pengeluaran SKPD 

Laporar 
, 

. 

S;:r…:L realisasi penggunaan dana keperlu
an mendesak yang tidak d

apat 

izl si sebelumnya disampaikan
 oleh kepala SKPD kepada Bupati 

. ui PPKD paliny lambat tanggal
 5 (lima) bulan berikutny

a atau sampai 

engan kegiatan tersebut
 selesai. 

mendesak yang 
tidak dapat 

Laporan realisasi penggu
naan dana keperluan 

la SKPKD kepada 
Bupati 

d!pfedxk si sebelumaya disam
paikan oleh kepal 

paling lembat tangeal 5 (lima) bu
lan berikutnya. 

pelaksanaan keglatan yang menggunakan dana 

t diprediksi sebe
lumnya disampai

kan 

lalui PPKD paling l
ambat tanggal 10 

Laporan  realisasi 

keperluan mendesa< yang tidak 
dapa 

oleh kepala SKPD kepada Bupati 
mel 

(sepulut) tahun anggaran 
berikutnya. 

Pasal 23 

ab secara fisik dan
 

PPKD) se aku Bendan
ara Umum Daerah b

ertanggung jaw 
ah yang 

keuangan terhadag pengembalian kelebihan penerimaan daer: 

terjadi pada tahun an
ggaran. 

Pertangeungjawaba 
Belanja Tidak Terduga

 untuk penge 

penerimaan daerah ya
ng terjadi pada tahun 

anggaran se 

bukti transfer kepaca 
pemohon. 

aran yang lengkap d
an sah disim| 

mhalian kelehihan 

belumnya, berupa 

Bukti-bukti pengelu
 

pan di SKPKD sela
ku 

PPKD 

Pasal 24 

Kepala SKPKD seleku PPKD 
menyampaikan laporan 

penggunaan dana 

Belanja Tidak Terduga 
untuk pengembalia_n kelebihan 

penerimaan daerah 

umnya kepada Bupa
ti dengan 

ang lengkap dan sah.
 

a Tidak Terduga untuk 

rahun anggaran sebel
 

vang terjadi pada 
n bukti-bukti pengel

uaran y 

melampirkan salina
 

alisasi penggunaan dana Belanj 
Laporan T€ 

pengembalian kelehihan peneri
maan daerah yan

g terjadi pada tahun 

belumn a paling lamb
at tanggal 5 (lima) bul

an berikutnya atau 

anggaravl SeI 

sampai dengan kegia
tan selesai dilaksana

kan. 

Laporan realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk 

pengembalian kelehihan penerim
aan daerah yang terjadi pada tahu

n 

anggaran sebelumry
a disampaikan oleh k

epala SKPKD kepad
a Bupati 

paling lambat tanggal
 10 (sepuluh) tahun a

nggaran berikutnya.
 

Pasal 25 

Kepala SKPD beranggung jawab secara fisik dan keuangan atas 

pengguraan dana Eela
nja Tidak Terduga untu

k bantuan sosial yang 
tidak 

dapat di -encanakar se
belumnya yang dikelola

nya.



(2) 

(2) 

(3) 

4 

Barbaare 
c l….';_: Ifll‘l;l,\lr]‘l\\;;llv‘lll sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliput! 

. [\("'I N \I‘ on penerima bantuan sosial kepada 
Bupat! 

o T henan pencairan bantuan sosial; 

otokopi  rekening bank atas nama individu/keluarga /pimpinan 

kelompok mas,arakat/ organisasi, 
materai Cukup: | l e 

d. kutansi rangkap 2 (dua) masing-masing ber 
sial 

f“ {1 transfer/ penyerahan uang atas pemberian 
bantuan so\(u 

berupa uang atau bukti serah terima barang 
atas pemberian bantuan 

sosial berupa harang; 

berita acara hesil verifikasi bantuan 
sosial; al: dan 

g sulat pernyataan langgung_;auab 
mutlak atas bantuan 

sosial: ¢ 

1. dokumen penc ukung lainnya yang 
diperlukan 

pasal 20 
material 

ara formal 
dan 

antuan sos
ial yang 

n bantuan
 

b sec 
atuk b osial bertanggu

ng jawa 

as penggunaa 
ak Terduga ur

 

tegrit: 
Penerima bantuan s 

\tas per ggunaan dana
 Belanja Tid: 

diterimanya dan 
menandatangant 

pakta In 

sosial 

Pertanggungjawaban 
penerima bantuan 

sosial meliputi: 
i 

bantuan sosial 
oleh penerima 

bantuan sosial: 

nyatakan bahwa lak yang M€I laporan penggunaan
 

unakan scsu y— surat pernyataan
 tan, 

bar tuan sosial ya
ng d 

buhti-bukti pengeluaran 

per indang-undang
an bagi pe 

bukti serah terima barang 

barang: 

d. per anggungjawaban
 sebagaimana dim

aksud pada ayat (
2) huruf a dan 

hur uf b disampaikan 
kepada Bupati pa

ling lambat tangg
al 10 Januari 

tahan anggara 1 be
rikutnya, kecuali 

ditentukan lain s
esuai peraturan 

per indang-undangan
: dan 

per anggungjawaban
 sebagaimana dim

aksud pada ayat 
(2) huruf c 

an sosial sebaga!
 

disimpan dan dipe
rgunakan oleh pene

rima bantu 

hahan pemeriksaan 

i dengan usula
n, 

dan sah sesual peraturan 

tuan sosial be
rupa uang ata

u 

bantuan sosi
al berupa 

ggUngiawab mu
tl 

iterima tclah dig 

yang lengkap 

nerima ban 

bagi penerima 

Pasal 27 

Kepala SKPD menampaikan 
laporan penggunaan 

dana Belanja Tidak 

Terduga untuk bantuan sosial 
yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya 

kepada Bupatl melalui 
PPKD. 

realisasi penggunaan da
na Belanja Tid 

pat direncanakan sebel
umn: 

pai dengan kegiatan 

Pertanggungjaw: 

ak Terduga untuk bantuan
 

ya paling lambat tanggal 5 

tersebut selesal 

aban Mutlak 

Laporarn 

cosial yang tidak dz 

(ima) bulan beriki tnya atau sam| 

dilaksanakan dengan me
lampirkan Surat 

(SPTJM) dari kepala SKPD. 

4 n ,claksanaan kegiatan yang men
ggunakan dana Belanja 

Tidak Terduga uriuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 

seb_elum aya disampaikan oleh kepa
la SKPD kepada Bupati melalui P

PKD 

paling lambat tanggal 10 (sepulu
h) tahun anggaran berikutnya.

 

Laporan penggunacil dana Belanja
 Tidak Terduga untuk bantuan sos

ial 

tidak depat direncanakan sebagaima
na dimaksud pada ayat (3) sesuai 

an Il yang merupakan 
dengan lormat sebagaimana tercantum da

lam Lampir: 

bagian 1 dak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Laporan realisasi P



2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3 

(4 

MONI | BAB IV 
TORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDU

GA 

Pasal 28 

'N'/I(')nnor ng dan evaluas
i penggunaan Belanja 

Tidak Terduga dilakuk
an oleh 

SKPD dan/ atau In spektorat selaku Ap
arat Pengawasan 

Intern Pemerintah 

APIP) selama kegiatan berla
ngsung dan/ atau setelah kegiatan selesal 

dilaksar akan sesu-i
 dengan ketentuan 

peraturan perundan
g—undangafl 

Monitoring dan evilu
asi Belanja Tidak Te

rduga sebagaiman2 
dimaksud 

pada ayat (1) antare lain berupa: 

a.  asictensi/pendampinga
n; 

0D review; 

¢. audit tujuan tertentu; 

d. korsultasi; dai 

¢. kegatan pengawasan 
lainnya. 

Belanja Tidak Terdug? 
sebagaimana 

ilakukan melalui ta
hapan: 

o dllasiudapat dilaksa
nakan secara paralel

 pada 

an Belanja Tidak 
Terduga: 

i 

b. Aperat Pengavasan Intern Pemerint (APIP) . menyusur s 

imerdokumentzsikan 
Tencana penugasa;hmv

mtorfnz dan evalu? 

penggunaan Be lanja
 Tidak Terduga pad

a ap pers::ka::;nakan 
dan 

¢ Aparat Pengavasan 
Intern Pemerintah ;:P::gn::l

o e ean evaluasi 

mer dokumentzsi
kan informasi pe

laksana 
S 

ak Terduga da
lam pentuk k

ertas kerja p
ada 

Monitoring dan €ve 

dimaksud pada aye 
saat 

monitoring dar eval
ua 

a 

pelaksanaan pengguna: 

penggunaan Bel
anja Tid 

tahap pelaksanaa
n, dan 

. nasil 

d. Aparat Pengawa
san Intern Pemer

intah (APIP) rn
engomumkasuk

an asi 

Belanja Tidak 
Terduga kepa

da 

evaluasi peng
gunaan 

: 

asil 

Sekretaris Daera
h pada tahap pe

laporan h monitoring dar 

Burati melalu 

BAB V 

PENGAWASAN 

Pasal 29 

lakukan monitori
ng dan 

rn Pemerintah (APIP) me 
perundang- Aparat engawas [11€ 

TT seuai dengan ket
entuan peraturan 

evaluasi pengelolaa n 
B 

undangan. 

Hasil monitoring can evaluas 

disampa kan kepac
a Bupati. 

Dalam hal hasil monitor
ing dan evalu 

(1) terdapat penggunaan
 BTT tidak sesuai denga

n 

telah disetujui, dilanjutkan
 dengan pemeriksaan 0! 

Hasil pe ner_iksaan sleh Inspektorat Daerah se
bagaimana dimaksud pad

a 

ayat (3) ditindaklar juti sesuai d
engan ketentuan peratur

an perundang- 

undangan 

i sebagaimana dimaks
ud pada ayat (1) 

asi sebagaimana dimaks
ud pada ayat 

usulan penggunaan van
g 

leh Inspektorat Daerah.



BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Peratura iini i . n Bapati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
par setiap ora /e | 8u ng yang mengetahuinya, memerintahkan pen ndang; 

Peraturan Bupati ini 
pati ini de 

Lampung Se atan. i dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten 

Ditetapkan di Kalianda . 

pada tanggal 3 
Februart 2025 

BUPATI LAMPUN
G SELATAN, 

ttd 

NANANG ERMAN
TO 

Diundangkan di Kalianda 

pada tanggal 2 Februar’ 2025 

Pj. SEKRETARIS DA
ERAH KABUPATEN 

LAMPUNG SELATAN, 

ttd 

[N 1 INDRIATL 

BERITA DAERAH 
KABU >ATEN LAMP

UNG SELATAN TA
HUN 2025 NOMOR

 

e Bopengan Asima 

NIP. 19681102 200003 1 002


